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SEKRETARIAT JENDERAL  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

----------- 
 

SAMBUTAN KEPALA BIRO PENGKAJIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI 

 

Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kami panjatkan 
kehadirat Allah Subhanahu Wa ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas 
diterbitkannya buku tentang “Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 dan 
Urgensi Amandemen Kelima”. Buku ini memuat kumpulan tulisan para 
peneliti, pengkaji dan praktisi yang membahas beberapa tema tentang 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Penyusunan buku dilakukan melalui kerjasama antara Badan 
Pengkajian MPR dengan Indonesia Qualitative Researcher Association 
(IQRA) DPW DKI Jakarta.  

Penerbitan serta penyebarluasan buku ini dimaksudkan untuk 
menambah khazanah pemikiran bagi para pembaca, dan kalangan 
dunia akademis, serta sebagai bahan bagi para Anggota MPR dalam 
mendukung dan memperkaya substansi guna menunjang pelaksanaan 
tugas konstitusionalnya.  

Buku ini, diharapkan dapat menjadi pendorong untuk terus 
senantiasa berpikir kritis dan terbuka terhadap upaya penyempurnaan 
dan pemetaan yang tepat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ke 
depan, khususnya lembaga MPR RI. Akhir kata, kami menyampaikan 
permohonan maaf apabila terdapat ketidaksempurnaan dalam 
penerbitan buku ini.  

 

Kepala Biro Pengkajian  
 

ttd 
 

Drs. Yana Indrawan, M.Si. 
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SEKRETARIAT JENDERAL  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

--------- 
 

SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL MPR RI 

  

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh, 
Kewenangan MPR sesuai Pasal 3 Ayat (1) Undang – Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “Majelis 
Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan 
Undang-Undang Dasar”. Kewenangan MPR dalam mengubah dan 
menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 merupakan satu-satunya dasar apabila akan dilakukan penataan 
sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan dimaksud diperkuat 
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD 
dan DPRD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2018, tugas MPR yaitu antara lain adalah mengkaji 
sistem ketatanegaraan, Undang – Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 serta pelaksanaannya, dan menyerap aspirasi 
masyakarat, daerah, lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan 
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Untuk dapat melakukan penataan sistem ketatanegaraan 
Indonesia, tentu diperlukan berbagai data penelitian dan informasi 
komprehensif dari berbagai studi literatur, serta masukan dari berbagai 
pihak. Oleh karena itu, MPR melalui alat kelengkapannya yaitu Badan 
Pengkajian MPR memandang perlu untuk melakukan penelitian dengan 
perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Salah satu lembaga penelitian 
yang ditunjuk yaitu Indonesia Qualitative Researcher Association (IQRA) 
DPW Jakarta. Tema yang dikaji sesuai dengan rekomendasi Keputusan 
MPR Nomor 4/MPR/2014 yaitu tentang perlunya penataan sistem 
Ketatanegaran Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar.  

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
setelah perubahan memang tidak lagi menempatkan MPR sebagai 
lembaga tertinggi negara dan pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat. 
Kedudukan MPR sejajar dengan lembaga negara lainnya. MPR tidak 



iv 

memiliki kewenangan untuk menetapkan garus-garis besar haluan 
negara, dan juga tidak berwenang untuk membentuk Ketetapan MPR.  

Kajian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan 
menggali pendapat publik tentang Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan 
Indonesia dan Praktik Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, serta 
implementasi dalam peraturan perundang-undangan. Secara khusus 
adalah sebagai bahan informasi untuk bahan pertimbangan dalam 
menyusun pokok-pokok rekomendasi tentang dinamika aspirasi 
Masyarakat dan daerah mengenai apakah perlu untuk dilakukan 
perubahan terhadap Undang-Undang Dasar atau tidak. 

Akhir kata, semoga buku “Pelaksanaan UUD NRI 1945 dan 
Urgensi Amandemen Kelima”, dapat menyajikan ruang pemikiran, 
informasi, gagasan dan kaidah secara akademis, serta dapat menjadi 
rujukan ilmiah bagi seluruh Anggota MPR dalam menjalankan 
wewenang dan tugas konstitusionalnya.  

 

 

Sekretaris Jenderal MPR, 

 

Ttd 

 

Dr. Ma’ruf Cahyono, SH, MH 
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SAMBUTAN PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh, 

 

MPR masa jabatan 2009-2014, telah menyampaikan 
rekomendasi melalui Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 untuk 
menjadi pertimbangan MPR masa jabatan 2014-2019 dalam melakukan 
penataan sistem ketatanegaraan Indonesia serta memperkokoh 
persatuan dan kesatuan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Salah 
satu muatan rekomendasi itu adalah: “Melaksanakan penataan sistem 
ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada 
nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan 
Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.  

Penataan sistem bernegara perlu terus menerus dilakukan agar 
sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mampu menjadi 
instrumen hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan berbangsa dan 
bernegara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pengkajian 
sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, merupakan suatu 
kebutuhan dalam rangka melakukan penataan sistem ketatanegaraan, 
konsepsi konstitusi dan implementasinya agar tetap selaras dengan 
kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. 

Aspirasi masyarakat dan daerah memiliki nilai yang sangat 
penting bagi MPR sebagai lembaga demokrasi dan perwakilan yang 
dituntut responsif terhadap dinamika aspirasi masyarakat dan daerah. 
Oleh karenanya setiap aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima 
oleh MPR perlu dikelola dan dikaji secara seksama untuk ditindaklanjuti 
dalam pengambilan kebijakan. Responsifitas MPR dalam mengelola 
aspirasi masyarakat adalah bagian daripada upaya untuk menegakkan 
kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.  
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Melihat urgensi tersebut, Badan Pengkajian MPR bekerjasama 
dengan Indonesia Qualitative Researcher Association (IQRA) DPW 
Jakarta untuk melakukan penelitian  dengan judul “Pelaksanaan UUD 
NRI 1945 dan Urgensi Amandemen Kelima”. Menghimpun dan 
menyusun materi tentang pokok kajian merupakan upaya yang dapat 
dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR untuk memberikan ruang 
pemikiran dan gagasan secara akademis dari para pakar, 
penyelenggara negara, dan praktisi untuk merumuskan materi sesuai 
dengan fokus kajian.  

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, 
DPR, DPD, dan DPRD, tugas MPR adalah memasyarakatkan Ketetapan 
MPR, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika serta 
mengkaji sistem ketatanegaraan dan menyerap aspirasi masyarakat 
berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Dengan tugas tersebut, MPR telah menetapkan 
berbagai program kegiatan berupa kegiatan sosialisasi, kajian, dan 
penyerapan aspirasi masyarakat.  

Harapannya, dengan terbitnya buku ini dapat menginspirasi para 
pembaca untuk berpikir kritis terhadap permasalahan bangsa dan 
negara yang terjadi serta turut berkontribusi dalam pembenahan sistem 
ketatanegaraan Indonesia.  

Dalam kesempatan ini, tidak lupa kami mengucapkan terima 
kasih kepada para akademisi dan peneliti yang telah berkontribusi 
menyumbangkan gagasan pemikirannya. Semoga buku ini memberikan 
manfaat.  
 

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh, 
 

PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN MPR RI 
 

Ketua, 
 

Ttd. 
 

Dr. DELIS JUKARSON HEHI, MARS  
 

Wakil Ketua, 
 

Ttd. 
 

Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO 

Wakil Ketua, 
 

Ttd. 
 

RAMBE KAMARULZAMAN, M.Sc.,MM 
 

Wakil Ketua, 
 

Ttd. 
 

MARTIN HUTABARAT, S.H. 

Wakil Ketua, 
 

Ttd. 
 

Ir. TIFATUL SEMBIRING 
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